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BAB 3 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berkaitan dengan penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 

Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Pengelola tempat perdagangan 

dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil 

pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang 

dikelolanya”, maka pengelola bertanggungjawab melarang segala penjualan 

serta penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan 

yang dikelolanya. Dalam hal ditemukan praktek penjualan serta penggandaan 

barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya, 

seperti terdapat penjualan CD musik bajakan, lukisan palsu, atau barang-

barang hasil pelanggaran hak cipta lainnya, maka pengelola 

bertanggungjawab penuh terhadap pelanggaran tersebut sesuai dengan yang 

diatur dalam undang-undang terkait yaitu pidana denda sebanyak Rp. 

100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

2. Berkaitan dengan penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 

tentang Hak Cipta, pengelola dapat melakukan tindakan preventif untuk 

melarang adanya tenant yang melakukan penjualan dan/atau penggandaan 

barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat 

perdagangan yang dikelolanya dengan mencantumkan klausula terkait dalam 

perjanjian antara penglola dengan tenant. Dalam perjanjian tersebut, 
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pengelola dapat melimpahkan tanggungjawab hukum pada tenant jika tenant 

melakukan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak 

Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. 

 

B. Saran 

Guna mencegah terjadinya praktek pelanggaran penjualan serta 

penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang 

dikelolanya, maka pengelola dapat melakukan kontrol langsung terhadap tenant-

tenant yang berada di tempat perdagangan yang dikelolanya. Pengelola juga 

dapat mengambil tindakan jika represif jika menumakn adanya pelanggaran 

terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Namun mengingat besarnya 

cakupan wewenang serta luas wilayah suati tempat perdagangan yang tidak 

jarang menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengawasan, maka pengelola 

dapat mengantisipasi terjadinya pelanggaran dengan mencantumkan Pasal-Pasal 

terkait dalam perjanjiannya dengan tenant yang ada di tempat perdagangannya. 
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